
 
 
 
 
 
 

LURAH POTORONO 
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN LURAH POTORONO 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO 
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 
 

LURAH POTORONO, 
 

Menimbang 

 

 

: 

 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Lurah 

tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Kalurahan 

Potorono Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, 

maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran 

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 11 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

 SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5687); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1455); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
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Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1633); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas 

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah 

Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2017 Nomor 35); 

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan 

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); 

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 2); 

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan 

kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus 

Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
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2021 Nomor 37); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 119); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul 131); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul 140); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 146); 

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

128); 

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 87); 

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 
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Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129); 

30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 60); 

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100); 

33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat 

Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2023 Nomor 3); 

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Bantuan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan 

Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4); 

35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang  

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 

Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif 

Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2023 Nomor 6); 

36. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan 

Potorono Tahun 2013 Nomor 2); 

37. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa 

Potorono Tahun 2019 Nomor 2); 

38. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan 

Potorono Tahun 2020 Nomor 7); 
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39. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran 

Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8); 

40. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pungutan Kalurahan Potorono (Lembaran 

Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 10); 

41. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 

2023 Nomor 9); 

42. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Potorono Tahun 2023 Nomor 10); 

43. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Potorono 

Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kalurahan Potorono Nomor  4 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan 

Potorono Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 

2024 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2024 

Nomor 4); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO NOMOR 11 

TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, semula 

berjumlah Rp. 4.542.138.315,50 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua 

Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas koma Lima Puluh 
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Rupiah) bertambah menjadi Rp. 4.721.071.716,50 (Empat Milyar Tujuh Ratus 

Dua Puluh satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas koma 

Lima Puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Kalurahan 

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan     

a. Semula     Rp.       242.820.863,90 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.       (16.746.954,00) 

Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah  

Perubahan     Rp.      226.073.909,90 

1.2. Pendapatan Transfer 

a. Semula      Rp.   3.974.498.927,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.   195.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Transfer setelah  

Perubahan     Rp.   4.169.498.927,00 

1.3. Pendapatan Lain-lain 

a. Semula      Rp.        10.000.000,00 

b. Bertambah/(berkurang)   Rp.                    0,00 

Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah  

Perubahan     Rp.        10.000.000,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp.   4.405.572.836,90 

2. Belanja Kalurahan 

2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan  

a. Semula      Rp.    2.252.467.912,50 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.        (66.886.599,00) 

Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan  

Pemerintahan Kalurahan setelah Perubahan Rp. 2.185.581.313,50 

2.2.   Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan   

a. Semula      Rp.    1.526.651.951,00 

b. Bertambah/(berkurang)             Rp.      249.539.577,00 

Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan  

Pembangunan Kalurahan setelah  

Perubahan      Rp.    1.776.191.528,00 
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2.3. Pembinaan Kemasyarakatan  

a. Semula      Rp.       374.152.779,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.        (20.259.323,00) 

Jumlah Belanja Bidang Pembinaan  

Kemasyarakatan Kalurahan Setelah  

Perubahan      Rp.       353.893.456,00 

2.4. Pemberdayaan Masyarakat    

a. Semula      Rp.       226.865.673,00 

b. Bertambah/(berkurang)                             Rp.         16.539.746,00 

Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan  

Masyarakat Setelah Perubahan   Rp.       243.405.419,00 

2.5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan  

a. Semula      Rp.       162.000.000,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.           0,00 

Jumlah Belanja Bidang Penanggulangan,  

Darurat dan Mendesak Kalurahan Setelah  

Perubahan      Rp.       162.000.000,00 

 Jumlah Belanja Setelah Perubahan   Rp.    4.721.071.716,50 

   Surplus/(Defisit)      Rp.      (315.498.879,60) 

3. Pembiayaan Kalurahan 

3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula      Rp     314.818.524,60 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.             680.355,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah  

Perubahan      Rp.      315.498.879,60 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini. 

 

 

 



9 
 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan, Jagabaya, 

Kamituwa dan Ulu-Ulu selaku pelaksana kegiatan anggaran. 

 

Pasal 4 

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Potorono. 

 

Ditetapkan di  Potorono 

Pada tanggal, 30 Juli 2024 

LURAH POTORONO,   

    Ttd 

P R A W A T A 

Diundangkan di Potorono 

Pada tanggal, 30 Juli 2024 

CARIK POTORONO, 

 Ttd 

SUMARWINTO 

 
BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2024 NOMOR 1 


